
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 47 TAHUN 2019 

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang a, bahw a seh u b u n g an  dengan adanya p e ru b ah an  
m ekanism e p e lak san aan  pem ungu tan , 
pem berian keringanan , pem bebasan  d a n /a ta u  
penghapusan  pajak  dae rah  sebagaim ana te lah  
d ia tu r dal am  P era tu ran  D aerah K alim antan 
T im ur Nomor 1 T ah u n  2019 ten tang  P erubahan  
Kedua A tas P era tu ran  D aerah K alim antan 
Tim ur Nomor 1 T ahun  2011 ten tang  Pajak 
D aerah, dan  dalam  ran g k a  tertib  adm in istrasi 
penghitungan  Pajak Air P erm ukaan  dan  b a ta s  
ja tu h  tem po pem bayaran  d an  penyetoran  pajak, 
m aka d ipandang  perlu  m enyesuaikan  kem bali 
P era tu ran  G u b em u r K alim antan T im ur Nomor 
10 T ahun  2011 ten tang  P etun juk  P elaksanaan  
P em ungutan  Pajak Air P erm ukaan  
sebagaim ana te lah  d iubah  dengan P era tu ran  
G u b em u r K alim antan T im ur Nomor 26 T ahun  
2015 ten tang  P erubahan  Atas P era tu ran  
G ubenur K alim atnan T im ur Nomor 10 T ahun  
2011 ten tang  P etun juk  P elaksanaan  
P em ungutan  Pajak Air P erm ukaan;

Mengingat

b. bahw a b e rd asark an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f  a, perlu m enetapkan  
P era tu ran  G u b em u r K alim antan T im ur ten tang  
P erubahan  K edua A tas P era tu ran  G u b em u r 
K alim antan T im ur Nomor 26 T ahun  2015 
ten tang  P etun juk  P elaksanaan  P em ungutan  
Pajak Air Perm ukaan;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pem bentukan D aerah -D aerah  Otonom Provinsi 
K alim antan  Bar at, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara R e p u b lik  
In d o n e s ia  T a h u n  1956  N om or 65, 
T am b ah an  Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106);
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2. U n d an g —U n d an g  Nomor 28 Tahun 2007 

te n ta n g  K e te n tu a n  U m u m  d a n  T a ta  C a ra  
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 85, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5979);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur T ahun  2011 Nomor 
01,T am bahan  Lem baran D aerah Provinsi 
Kalimantan TimurNomor 48) sebagaim ana telah 
d iubah  beberapa kali, te rkah ir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 1 Tahun 2019 te n tan g  P eru b ah an  
K edua A tas P e ra tu ran  D aerah  Nomor 01 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2019 Nomor 1);

7. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubem ur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air 
Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2015 Nomor 26);



MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR 
PERMUKAAN.

Pasall

Beberapa keten tuan  dal am  Peraturan  G ubernur Kalim antan Timur 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bah an Bakar 
Kendaraan Bermolor (Berita Daerah Proyinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 
Nomor 10) sebagaimana teah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
P eraturan  G ubernur Kalim antan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 26) diubah sebagai 
berikut:

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal ldiubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai beriku t:

BAB 1
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur.



9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pajak Air Permukaan disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, 
tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

12. Air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan dan Air laut 
yang ditarik ke darat dimanfaatkan termasuk air permukaan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah.

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban pajak.

15. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubemur paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data 
objek dan subjek sebagai dasar penetapan besamya pajak terutang baik 
dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan 
benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah.

18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang disingkat SPOPD, adalah 
surat yang dibuat oleh Wajib pajak untuk melaporkan obyek pajak sebagai 
dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak 
yang terutang.

20. Surat Setoran Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak d an /atau  sanksi administrasi 
berupa bunga.

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembentulan 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah.
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2 3.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
daerah.

24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 
pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan 
data obyek dan subyek pajak penentuan besamya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya.

26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpuian, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang 
dikenakan pajak.

28. Surat Paksa dalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak.

29. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWP 
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban 
perpaj akannya.

30. lnstansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLR1, Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

31. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur Dinas Pekeijaan Umum 
Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 
Kalimantan Timur dan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur 
yang melaksanakan semua kegiatan secara teknis di lapangan dan 
menentukan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan 
serta penetapannya.
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2. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan.

(2) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani 
oleh wajib pajak atau kuasanya.

i



(3) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubemur selambat-lambatnya 20 (dua 
puluh) had kerja setelah berakhir masa pajak.

(4) Apabila wajib pajak belum menyapaikan SOPD atau bentuk lain yang 
dipersamakan melewati tanggal yang ditetapkan, maka untuk penetapan 
diambil dad pemakaian maksimal bulan sebelumnya.

(5) Untuk objek barn atau perubahan volume pemakaian, perhitungan 
pengambilan air permukaan dilakukan oleh Tim Teknis.

(6) Bentuk, isi kualitas dan ukuran SPOD atau bentuk lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Gubemur.

-6-
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi 

sebagai berikut:

Pasal 85
I

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada gubem ur atas 
penerbitan :
a. SKPD atau  dokumen lain yang dipersamakan;
b. SKPD KB:
c. SKPDKBT; dan
d. SKPDLB/ SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang 
jelas.

(3) Keberatan ham s diajukan sejak tanggal surat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila wajib pajak 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pajak 
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga 
tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubemur atau 
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai 
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(7) G ubernur dalam  jangka waktu paling lam a 12 (dua belas) bu lan  
sejak tanggal su ra t keberatan diterima, h a ru s  memberi kepu tusan  
a tas  keberatan yang diajukan.

(8) K eputusan G ubem ur a tas  keberatan dapat berupa m enerim a 
seluruhnya, sebagian, m enolak a tau  m enam bah besam ya pajak 
yang terutang.

(9) Apabila jangka w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) telah 
lewat d an  G ubem ur tidak  m em berikan sua tu  keputusan, 
keberatan  yang diajukan tersebu t dianggap dikabulkan.
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4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi 
sebagai berikut :

(1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Gubemur berdasarkan permohonan penghapusan piutang 
pajak dari Kepala Badan.

(3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak;
b. identitas wajib pajak;
c. jumlah piutang wajib pajak;
d. tahun pajak;dan
e. jenis pajak.

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Gubemur menetapkan penghapusan piutang pajaksampai dengan Rp. 
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang setelah 
terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur.

Pasal 100

Pasal II

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 19 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

JSRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 19 Juli 2019 Salinan sesuai dengan aslinya  

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006

FATHUL HALIM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 48.


